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IV. Abstract 
This legal writing entitled “The Combination of Crimean Territory 
into the Part of Russia in terms of Procedures for the Acquisition of 
Territory according to International Law”. The problem starts from internal 
political crisis which happened in Ukraine. That internal political crisis was 
triggered by the rejection signing the Stabilization and Association 
Agreement between Ukraine and Europe Union, conducted by the President 
of Ukraine on that moment, Victor Yanukovich. As the result, the 
parliament of Ukraine proposed a distrust mossion toward V. Yanukovich’s 
leadership and protest action sponsored by radical-extremists, nationalists, 
neo-fascist arised in order to overthrow V. Yanukovich regime. After that 
overthrowing regime inconstitutionally, the new reign made a rule which 
was discredit the ethnic minorities in Ukraine. Russian ethnic who are minor 
but in some regions especially in the east and south part of Ukraine, felt 
threatened by those rules. As the solution, one of the south Ukraine territory 
which is Crimea, conduct a referendum in order to self determination, 
whether to remain unite with Ukraine’s territorial sovereignty or break away 
from Ukraine and combine with Russia.  
The referendum which was held on March 16, 2014 with the result 
96,77% Crimean people choose to combine with Russia, has created pros 
and cons. On pro side, Crimean people has the right of self determination 
and that right has been assured in Article 1 part (2) of the United Nations 
Charter and Article 1 part (1) of the International Covenant on Civil and 
Political Rights and International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Rights. On contra side, the referendum implementation has no 
license from Ukrainian government and it is also persuaded by the Russian 
intervention in Crimea’s territory. In this case, the researcher would like to 
review and analyze whether the combination of Crimean territory into the 
part of Russia in terms of procedures for the acquisition of territory is 
legitimate or not according to International Law. 
Based on literatures and interview, the researcher found the fact that 
the referendum implementation is pure the Crimean people’s will and it has 
been approved by Crimean Parliament granted autonomy by the Ukrainian 
government to carry out the administration in Crimea. Besides that, the 
referendum implementation has also been monitored by international 
organizations. Therefore, the combination of Crimean territory into the part 
  
 
of Russia in terms of procedures for the acquisition of territory is legitimate 
and it has fulfiled the procedure stated in International Law. 
 
Keywords: Ukraine’s Crisis, Russia, State Territory, Acquisition of 
Territory, Crimean Referendum, International Law. 
 
V. Pendahuluan 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional 
memegang peranan penting dalam pencapaian keinginan akan 
perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi impian masyarakat 
internasional. Sama halnya dengan subyek hukum internasional lainnya, 
negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya 
dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak 
warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Dikatakan 
mendasar karena berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat-
syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subyek hukum 
internasional yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, 
pemerintah dan kemampuan mengadakan hubungan internasional.
1
 
Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka suatu negara 
dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum 
internasional pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam 
hukum internasional. 
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 Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 20. 
  
 
Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya 
suatu negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak 
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat 
terjadi karena adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, 
karena adanya perjanjian internasional yang mendasarinya, atau karena 
adanya plebisit. Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu 
wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat wilayah tertentu 
(referendum). Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai 
penyelesaian suatu sengketa antar dua negara atau lebih tentang 
kedudukan suatu wilayah tertentu.
2
 Rakyat suatu wilayah akan diberi 
kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang 
bersengketa ataukah berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka 
dan berdaulat. 
Dalam menjalankan perannya, terkadang negara dihadapkan 
pada konflik internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah 
(pihak oposisi) atau konflik eksternal antara negara tersebut dengan 
negara yang lainnya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 
pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich 
merupakan salah satu konflik internal yang terjadi sebagai akibat 
kegagalan negara dalam menjalankan perannya. Konflik yang semula 
merupakan konflik internal ini meluas menjadi konflik antar negara 
karena telah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang 
                                                          
2
 Ibid. hlm. 22. 
  
 
bersengketa tetapi juga pihak lain yang merasakan adanya ancaman 
perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut. Konflik yang 
menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini 
terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin 
kembali menjadi bagian dari Rusia. Konflik terjadi karena mayoritas 
penduduk di Crimea yang merupakan etnis asli Rusia ini mendapat 
diskriminasi dari pemerintah Ukraina yang baru setelah penggulingan 
rezim pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh 
karenanya mereka menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan 
Rusia.  
Crimea adalah daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri 
namun secara fisik dan politik, Crimea tetap masuk ke dalam wilayah 
kedaulatan Ukraina. Sejarah mencatat bahwa dulunya Crimea 
merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan berganti 
nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet 
saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada 
Ukraina.
3
 Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan 
diri dari Uni Soviet maka Crimea dengan sendirinya menjadi bagian dari 
Ukraina. Dalam hal ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan 
nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku 
untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. 
                                                          
3
 http://www.scribd.com/doc/217930899/Studi-Kasus-Ukraina-vs-Rusia-Criema-Case, Nabillah 
Sariekide, Studi Kasus Ukraina vs Rusia (Crimea Case), hlm. 2, diakses pada tanggal 1 Juli 2014, 
pkl. 13:30 WIB. 
  
 
Sedangkan, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah 
kedaulatan Ukraina.  
Konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kiev, 
ibukota Ukraina itu telah dianggap mengancam keselamatan etnis Rusia 
di Crimea. Dengan alasan itulah, Rusia mengirimkan bantuan untuk 
melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Dilihat dari kacamata 
Hukum Internasional, bantuan yang diberikan oleh Rusia telah dianggap 
melanggar prinsip non-intervensi dan secara langsung telah memberikan 
ancaman kepada pasukan militer pemerintah Ukraina. Tidak hanya itu, 
Rusia mengusulkan diadakannya referendum di Crimea dan membentuk 
konstitusional baru di Ukraina. Usulan-usulan dari Rusia membuktikan 
bahwa Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subyek 
Hukum Internasional, telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu 
negara yaitu untuk tidak turut ikut campur dalam urusan-urusan 
domestik negara lain.
4
 Meskipun usulan untuk mengadakan referendum 
dari Rusia termasuk mencampuri urusan domestik Ukraina, penduduk 
Crimea tetap bersikukuh mengadakan referendum tersebut. Referendum 
di Crimea yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu menyatakan 
bahwa Crimea melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina dan bergabung 
dengan pemerintahan Rusia. Wilayah Crimea berdasarkan hasil 
referendum telah secara resmi bergabung dengan Rusia.  
                                                          
4
 J. G. Starke, 1986, An Introduction to International Law, Justitia Study Group, Bandung, hlm. 
53. 
  
 
Pada umumnya, Hukum Internasional tidak membatasi cara-cara 
penempatan atau penarikan kedaulatan territorial suatu negara. Namun, 
ada lima tata cara perolehan wilayah negara yang diakui secara 
internasional, yaitu pendudukan (occupation), aneksasi, accretion, 
kadaluwarsa (prescription), dan cessie.
5
 Berdasarkan tata cara perolehan 
wilayah negara tersebut, Rusia mengakui telah melakukan aneksasi 
(pencaplokan) atas Crimea. De facto, aneksasi dapat terjadi apabila 
sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah. Adanya aneksasi 
wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat 
internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) 
merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 26 
Juni 1945 tetapi disahkan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945.
6
 
Organisasi internasional yang telah berdiri selama 69 tahun ini 
merupakan yang terbesar serta paling berpengaruh dalam penentuan 
nasib kehidupan masyarakat internasional. Dikatakan demikian karena 
ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota 
maupun yang bukan anggota. Piagam PBB yang merupakan instrumen  
pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok 
dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian 
                                                          
5
 Ibid., hlm. 91. 
6
 Syahmin A.K., 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, CV. ARMICO, 
Bandung, hlm. 91.  
  
 
dan keamanan internasional.
7
 Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, 
PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, 
Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, 
Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian. 
Terkait dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, PBB melalui Dewan 
Keamanan telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang 
Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan 
rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu 
tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga-
lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu.
8
 Namun, 
resolusi ini telah diveto oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu 
anggota tetap Dewan Keamanan PBB.  
Status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia dan 
melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai 
kontroversi di lingkungan internasional. Hal ini menyebabkan hubungan 
antara Ukraina dan Rusia menjadi tidak harmonis dan secara tidak 
langsung telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di satu 
sisi, Ukraina menganggap Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan 
wilayahnya dengan menganeksasi Crimea yang berada dalam wilayah 
kedaulatan Ukraina. Di sisi lain, penduduk Crimea sendiri yang meminta 
diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Crimea memilih 
                                                          
7
 Sumaryo Suryokusumo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, cetakan ke-1 edisi 
II, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 30. 
8
 http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-
Crimea, Maria Rita Hasugian, Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea, diakses pada tanggal 
2 September 2014, pkl. 01:52 WIB. 
  
 
untuk bergabung dengan Rusia. Meskipun permintaan diadakannya 
referendum oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya 
intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan 
terkait dengan penggabungan wilayah Crimea ke Rusia, maka penulis 
akan mengkaji dan menganalisis Penggabungan Wilayah Crimea 
Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan 
Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasiona. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :  
“Apakah Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia 
Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum 
Internasional sah atau tidak?” 
VI. Isi Makalah 
HALAMAN JUDUL 
HALAMAN PERSETUJUAN 
HALAMAN PENGESAHAN 
HALAMAN MOTTO 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
KATA PENGANTAR 
ABSTRACT 
DAFTAR ISI 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
  
 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang 
menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum 
ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode 
penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data 
terkait dengan penulisan hukum ini. 
 
BAB II  : PEMBAHASAN 
Bab II Pembahasan berisi penguraian tentang tinjauan 
umum mengenai konsep negara, yang membahas tentang 
pengertian negara dan teori terbentuknya negara. 
Selanjutnya, akan dijelaskan tentang tinjauan umum 
mengenai wilayah negara, yang membahas tentang 
pengertian wilayah negara dan tata cara perolehan wilayah 
negara. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang 
penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara 
Rusia, yang membahas mengenai sejarah Crimea, latar 
belakang penggabungan wilayah, dan legalitas 
penggabungan wilayah. Selain itu, akan dijelaskan juga 
relevansi penerapan pelaksanaan referendum Crimea 
dengan situasi di Indonesia saat ini, sebagai bahan 
pembelajaran bersama. 
 
  
 
BAB III  : PENUTUP 
Bab III Penutup berisi kesimpulan dan saran dari 
pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari 
penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat 
sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada 
awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang 
diuraikan penulis bersifat operasional terhadap 
pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 
tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam 
praktek hukum internasional.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
VII. Kesimpulan 
Bergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia berarti 
ada perolehan tambahan wilayah daratan Rusia. Menurut Hukum 
Internasional, Rusia dapat dikatakan telah melakukan aneksasi karena 
sebelumnya telah ada perebutan wilayah Crimea dari Ukraina berdasarkan 
hasil referendum dengan suara mutlak rakyat Crimea memilih bergabung 
dengan Rusia, dan kemudian diikuti oleh pernyataan aneksasi yang sah dari 
Presiden Rusia, Vladimir Putin. Oleh karena itu, penggabungan wilayah 
Crimea menjadi bagian Negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan 
wilayah negara berdasarkan hukum internasional adalah sah. 
  
 
Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan diakui 
eksistensinya sudah sepantasnya memperjuangkan integritas wilayahnya. 
Namun, dengan adanya konflik internal di Ukraina telah mengusik kesatuan 
wilayahnya sendiri dan mengakibatkan salah satu wilayah kedaulatannya, 
yaitu Crimea, mengadakan referendum, yang hasilnya rakyat Crimea 
memilih bergabung dengan Rusia. Terlepas dari adanya tuduhan intervensi 
dan invasi Rusia di wilayah Crimea, referendum tersebut murni keinginan 
rakyat Crimea sehingga sejalan dengan hak menentukan  nasib sendiri oleh 
rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan Pasal 1 ayat 
(1) International Covenant on Civil and Political Rights dan International 
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Selain itu, alasan Rusia 
melakukan intervensi adalah karena Rusia berusaha melindungi etnis asli 
Rusia di wilayah Crimea yang terancam akibat adanya konflik internal di 
Ukraina, serta melindungi armada Laut Hitam Rusia di pelabuhan 
Sevastopol. Terkait dengan legalitas pelaksanaan referendum di Crimea, 
otoritas pemerintah pusat di Kiev sebelumnya telah membentuk dan 
mengakui parlemen yang sah di Crimea untuk melaksanakan administrasi di 
Crimea. Dalam hal pelaksanaan referendum Crimea, parlemen Crimea telah 
menyatakan kemerdekaan unilateral Crimea dari Ukraina serta menyetujui 
diadakannya referendum tersebut. 
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